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WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 17TAHUN2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KEBAKARAN
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

•s-/* Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
dlpandang perlu membentuk Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dan Kebakaran;

b. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan
Kebakaran Kota Banjarmasin merupakan bagian dari
perangkat daerah yang dalam pembentukan dan
penyusunannya harus berpedoman pada ketentuan
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasl Perangkat
Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan

^J Bencana Daerah dan Kebakaran Kota Banjarmasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republic
Indonesia Nomor 3890); r
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah; W
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman dan Organisasi Tata kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah.

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Banjarmasin ( Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun
2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2010 ( Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 24).

dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN
KEBAKARAN KOTA BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.

2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang
lain sebagai Badan Eksekutif Kota Banjarmasin.

3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Banjarmasin.

5. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Banjarmasin. p



6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah pada Pemerintah Kota
Banjarmasin.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah pada Pemerintah Kota
Banjarmasin.

8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat
BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kebakaran yang selanjutnya
disingkat BPBDK adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka
tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana dan
kebakaran di Kota Banjarmasin.

10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan
baik faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia,
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

^ 11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
^j serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa

bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah
longsor.

12. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagai teknologi, gagal
modemisasi, epedemi, dan wabah penyakit

13. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik
sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror.

14. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya
yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan beresiko timbulnya
bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

15. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka
mencegah terjadinya kebakaran.

^ 16. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka
memadamkan kebakaran.

17. Potensi Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang
mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran
melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api sedang.

18. Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang
mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang; penimbunan bahan
yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah)
meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga
penjalaran api sedang.

19. Bahaya Kebakaran Sedang II adalah bahaya kebakaran yang mempunyai
jumlah dan kemudahan terbakar sedang; penimbunan bahan yang mudah
terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi
kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.

20. Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang
mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan
panas agak tinggi serta penjalaran api agak cepat apabila terjadi kebakaran.

21. Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang
mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas*.
tinggi serta penjalaran api cepat apabila terjadi kebakaran. I



22. Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang
mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan
panas sangat tinggi serta penjalaran api sangat cepat apabila terjadi
kebakaran.

23. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan
gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan
bencana lain.

24. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang
terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk
petugas dan unit pemadaman ke dalam bangunan gedung.

25. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan
bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung.

26. Manajemen Kesehatan Kebakaran Gedung (MKKG) adalah bagian dari
manajeman gedung untuk mewujudkan kesehatan penghuni bangunan
gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi
kebakaran agar kinerjanya selau baik dan siap pakai.

27. Alat Pemadam Api Ringan adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang
mencakup alat pemadam api ringan (APAR) dan alat pemadam api berat

r\ (APAB) yang menggunakan roda.

28. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan
kebakaran tinggkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/
atau alarm kebakaran otamatis.

29. Sistem Pipa Tegak dan Silang Kebakaran adalah sistem pemadam
kebakaran yang berada dalam bangunan gedung, kopling pengeluaran 2,5
(dua setengah) inchi 1,5 (satu setengah) inchi dan kombinasi.

30. Hidran Halaman adalah hidran yang berada diluar bangunan gedung
dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inchi.

31. Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja
secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.

32. Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang
berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan gedung atau bagian
bangunan gedung sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.

(^ 33. Rehalibitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan
publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca
bencana dan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara
wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah
pasca bencana.

34. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana,
kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan
maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya
kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban,
dan bangkitnya peran serta masyarakat padawilayah pasca bencana. VV



BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah
dan Kebakaran Kota Banjarmasin.

Bagian Kedua
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) BPBDK Kota berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
Cj (2) BPBDK Kota dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh
w Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) BPBDK Kota mempunyai tugas :
a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha

penanggulangan bencana dan kebakaran yang mencakup pencegahan
bencana dan kebakaran, penanganan darurat, rehabilitasi, serta
rekonstruksi secara adil dan setara;

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
• penanggulangan bencana dan kebakaran berdasarkan peraturan

^J) perundang-undangan;
c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana

dan kebakaran;
d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana dan

kebakaran;
e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran

kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan
setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.
(2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan

bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan
kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan
Bencana. M
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Pasal 5

BPBDK Kota dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
kebakaran serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat,
efektif dan efisien; dan

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan
kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi BPBDK Kota terdiri atas :

a. Kepala;

b. Unsur Pengarah; dan

c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 7

i^J Pengaturan Unsur Pengarah BPBDK Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 8

(1) Unsur Pelaksana BPBDK Kota berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala BPBDK Kota;

(2) Unsur Pelaksana BPBDK Kota dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu
Kepala BPBDK Kota dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBDK Kota
sehari-hari. ^



Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBDK Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi
meliputi:
a. prabencana;
b. saat tanggap darurat; dan
c. pascabencana.

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBDK Kota menyelenggarakan fungsi:
a. pengkoordinasian;
b. pengkomandoan; dan
c. pelaksana.

Pasal 11

x~ Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan
^J fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBDK Kota dilaksanakan melalui koordinasi

dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang
ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap
pra bencana dan pasca bencana.

o

Pasal 12

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan
fungsi komando Unsur Pelaksana BPBDK Kota dilaksanakan melalui
pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja
perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-
langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bersama.

Pasal 13

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan
fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBDK Kota dilaksanakan secara
terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di
daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan
penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBDK

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBDK Kota terdiri dari:
a. Kepala Pelaksana;
b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
e. Seksi Ftehabiltasi dan Rekonstruksi.

(2) Unsur Pelaksana BPBDK Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
membentuk Satuan Tugas. M



(3) Bagan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 15

(1) Kepala Pelaksana BPBDK Kota adalah jabatan Struktural eselon III.A
(2) Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural eselon IV.A
(3) Kepala Seksi BPBDK Kota adalah jabatan struktural eselon IV.A

Pasal 16

(1) Pengisian jabatan dilingkungan Unsur Pelaksana BPBDK Kota berasal dari
PNS yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman,
ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanggulangan

s- bencana.

^J (2) Pembinaan Teknis Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh BNPB berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

BABV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 17

Kepala Pelaksana BPBDK Kota, Kepala Sekretariat, dan Kepala Seksi pada
BPBDK Kota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat
pertimbangan dari Baperjakat.

U

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

(1) Dilingkungan BPBDK Kota dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam
Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-
undangan berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas BPBDK Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,
terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Pengisian dan penetapan Jabatan Fungsional mempertimbangkan
kompetensi yang dimiliki, kebutuhan jabatan dan kemampuan Keuangan
Daerah.

(3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh
tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota dan dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BPBDK Kota.



BAB VII

TATA KERJA

Pasal 20

BPBDK Kota dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi
integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 21

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBDK Kota melaksanakan sistem pengendalian
intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 22

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBDK Kota bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk baqi
pelaksanaan tugas bawahan. y

LJ Pasal 23

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBDK Kota dalam melaksanakan tugas melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

(1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi
penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Menteri Dalam
Negeri.

(2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala
Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan berkoordinasi Menteri
Dalam Negeri.

u

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan BPBDK Kota dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD
Kota dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat. fr
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BABX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

pZnV,6^^^3 BPBDK K°ta' maka Satuan Koordinasi PelaksanaPenanggulangan Bencana Kota dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/
dokumen dan data/ .nformasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan
penanggulangan bencana kepada BPBDK Kota. yy*'<*sn

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal ..-sea cr 2010

Pit. SEKRET^RISTDAERA^ KOTA BANJARMASIN.

•U^ULFADLI GAZALI

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 09 Member 2010

J ARMAS IN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2010 NOMOR



B
A

G
A

N
S

U
S

U
N

A
N

O
R

G
A

N
IS

A
S

I

B
A

D
A

N
P

E
N

A
N

G
G

U
L

A
N

G
A

N
B

E
N

C
A

N
A

D
A

E
R

A
H

D
A

N
K

E
B

A
K

A
R

A
N

K
O

T
A

B
A

N
JA

R
M

A
S

IN
L

am
piran

P
eraturan

D
aerah

K
ota

B
anjarm

asin
N

o
m

o
r

T
an

g
g

al
:

B
A

D
A

N
P

E
N

A
N

G
G

U
L

A
N

G
A

N
B

E
N

C
A

N
A

D
A

E
R

A
H

D
A

N
K

E
B

A
K

A
R

A
N

K
O

T
A

B
A

N
JA

R
M

A
S

IN

U
N

S
U

R
P

E
N

G
A

R
A

H

IN
S

T
A

N
S

I

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

/A
H

L
1

S
E

K
S

I

P
E

N
C

E
G

A
H

A
N

D
A

N
K

E
S

IA
P

S
IA

G
A

A
N

K
E

P
A

L
A

U
N

S
U

R
P

E
L

A
K

S
A

N
A

K
E

P
A

L
A

P
E

L
A

K
S

A
N

A

B
P

B
D

K

S
E

K
S

I
K

E
D

A
R

U
R

A
T

A
N

D
A

N
L

O
G

IS
T

IK

K
E
L
O
M
P
O
K
J
A
B
A
T
A
N

F
U
N
G
S
I
O
N
A
L

S
E

K
R

E
T

A
R

IA
T

S
E

K
S

I

R
E

H
A

B
IL

IT
A

S
I

D
A

N
R

E
K

O
N

S
T

R
U

K
S

I

)

W
A

L
IK

O
T

A
B

A
N

JA
R

M
A

S
IN

,

)]

M

)


